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PUTUSAN
Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada

tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA  (Persero),
berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, yang diwakili oleh Gempa Nursamsu Yasin
sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Kawasan Berikat
Nusantara (Persero), dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.
Tafrizal H. Gewang, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat
pada Kantor Hukum Tafiizal Hasan Gewang & Rekan, beralamat
di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu,
BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

PT TIRTA CIPTA BUSANA, dahulu berkedudukan Jalan Jawa
14 Blok H-02A RT 2 RW 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara,
sekarang tidak diketahui alamatnya;
Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan
permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan
sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mangabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon, PT Tirta Cipta Busana Pailit dengan segala
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akibat hukumnya;
3. Menunjuk:

- Balai Harta Peninggalan, berkantor di Jalan MT Haryono, Nomor 24 A,
Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630, sebagai Kurator
untuk melakukan pemberesan harta pailit;

4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang
seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ditolak oleh
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan
Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit’2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon
dan tanpa hadirnya Termohon pada 2 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut
Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Oktober 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017,
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63 Kas/Pdt.Sus-
Pailit/2017/PN  Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN
Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada
tanggal 9 Oktober 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9
Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 44/Pdt.Sus.Pailit’2017/ PN
Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2017;
Dan Mengadili Sendiri:
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- Menyatakan PT Tirta Cipta Busana dahulu beralamat di Jalan Jawa 14, Blok
H-02 A, RT 02/RW 01, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara sekarang tidak
diketahui alamatnya: Pailit dengan segala akkibat hukumnya;

- Menunjuk:

- Balai Harta Peninggalan, berkantor di Jalan MT. Haryono, Nomor 24 A,
Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai Kurator untuk melakukan
pemberesan harta pailit;
atau, apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak
mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017, dihubungkan dengan
pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang;

Bahwa terlebih lagi untuk menyelesaikan hubungan hukum antara
Pemohon dengan Termohon dalam menyelesaikan perjanjian hutang piutang
tersebut masih dapat diajukan melalui gugatan biasa, karena pengajuan
permohonan kepailitan seyogyanya ditempuh sebagai ulfimum remedium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
44/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2017 dalam perkara
ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KAWASAN
BERIKAT NUSANTARA (Persero), tersebut harus ditolak;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KAWASAN
BERIKAT NUSANTARA (Persero) tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota
tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd.

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

T Meterai Rp 6.000,00

2.Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi........... Rp4.989.000,00
Jumlah............ooiinn. Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH..,MH
NIP. 195912071985122002
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